
Menimbang 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 
----·-··-- - -----·-·-l'KUV 111~1 LAlYll'U.11\i 

~T:'\ 'rl & IT\TT~ £ '1LT TilTT'n A l"l"\T T A 'll•TaTT ... Tl""I l"l"l'r.'\ ... Trt A TT 
cs:.,~.1.u~, DUCA.1..1. ~'f.l.CUJ.,u .1.s:..nu.n..ci 

NOMOR : 5;0 TAHUN 2018 

l'l"T:'111.Tm&'ILT'"' 
.1. s:..n .l ..t1.1• u 

77~'7 .:1. ~ TA 7' A ff'\ & .... .,. ~T T 'r'ILT"T:TTT"II.T" & '11.T 'T'I.T:" ... 'r.'\T"'I.T .. Tl'n & TT 

.n...c,un..:» "'.tt..0.n. .l .n.n u .l u.lJ.'I u .n.. u 1'I u.n.1'1 r .c..1n.c.A.ll'I .l n..ci 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan 

d i Lingkungan lnstansi Pemerintah, dipandang perlu 

untuk menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah 

tentang Kelas T - 1_ - ...._ - ~-
V ct. Ud. Ld.J. l 

_,.: 
UJ. Lingkungan Pernerintah 

Kabupaten Lampung Tengah; 

1. Undang-Undang Non-1or 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Dan1rat Nomor 4 Tahun 

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi 

Prupim,i 

Republik 

Tambahan 

KaLupaLe11-kabupaLer1 <lala.r11 lir1gkw1gar1 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, 
T 1 '1l."'t T"""I, •• 1 1 •-; T 1 • 1l,,T 1 r"\ r"\ 1 \ 
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sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indone:sia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara 



Menetapkan 

Repubiik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan 

Instansi Pemer:intah; 

7. Peraturan Daerah Ka bu paten Lampung Tengah Nomor 

09 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupetan Lampung Tengah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 
0r\1C.. l\T r-...r"Vlr..,,. 0 'T'.,..,,mhnhnY"\ Tomh.,..,, ,....,....t"'\ n .,..,,.o..-nh 
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Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG 

TENGAH 

Pasal 1 

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Pemer:intah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemer:intahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. 

4. Jabatan adalah jabatan struktural clan jabatan 

fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan. 

0 . Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas 

ada dalam struktur organisasi. 



6 . Jabatan fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 

organ1sas1 yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian/ dan atau keterarnpilan 
• , , , -s · r , 1 · • 

cenen[u sena oersnal manmn. 

7. Ke1as Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan 

tingkat seorang Pegawai Negeri daiam rangkaian 

susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda 

dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam 

hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal 

tingka t kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat 

persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan 

sebagai dasar penggajian. 

8. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai 

suatu jabatan secara sitematis dengan menggunakan 

kriteria-kriteria yang disebut sebagai factor jabatan 

terhadap informasi factor jabatan untuk menentukan 

kelas jabatan. 

Pasal 2 

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan 

Jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lan1pung Tengah, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I, II, III, IV, dan Lampiran V Peraturan Bupati 

1n1. 

Pasa1 3 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Lampung tengah. 

Diundangkan)li Gun ng Sugih 

pada tanggaV J. i O e, m ~e,f 2 O 18 

SEKRETARIS D. ERAH 

KABUPATEN LAMPU G TENGAH 

I ERLANSYAH 

Ditetapkan di Gunung Sugih 

pada tanggal :;i D~embQr 2018 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO 

. A DAERI\.H KABUPATEN LAM PUNG TENG AH Tf UN 2018 NOMOR 5/ 



Lampiran I : Peraturan Bupati Lampung Tengah 
Nomor . 5'I Tahun 2018 
Tanggal : d'i O&rnW2018 

REKAPITULASI 
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

No. I Kelas I Persediaan 
Jabatan Pegawai 

1 2 3 
,1 '1C 

~ C: I l,J l,J 

2 14 49 
3 13 3 
4 12 81 
5 11 177 
6 10 6 
7 9 626 
8 8 420 
r. -, 

537 ;;, I 

10 6 516 
11 5 339 
12 4 
13 3 51 
14 2 
15 1 9 

Jumlah 2829 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 

LOEKMANDJOYOSOEMARTO 
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